Pendahuluan
Tikettidak

luarbiasa, sudah

pencapaian masa pemerint?
Bambang Yudhoyono (SBY

dan dlsempurnakan

kehidupan berbangsa bernegara yang ada selama )

ini, diharapkan dapat diselesaikan dn dicarikan
solusinya oleh pemerintahan yang baru.

Saat ini kedua pasangan calon Presiden
yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan
Joko Widodo — Jusuf Kalla saat ini, sedang
berjibaku untuk berkampanye memenangkan
Pemilihan Presiden untuk masa jabatan 5 tahun
ke depan. Jika mengamati pidato-pidato dalam
masa kampanye ini, -di tengah kecamuk &lack

Dra. Yundini Husni-Erwin, MA, Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu
Kepolisian - PTIK.
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Peran Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Jika membuka sejarah, kesadaran tentang
tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan
telah berkembang sekitar 150 tahun lalu
sebagai reaksi terhadap liberalisme yang justru
Liberalisme menekankan hak

setiap orang untuk menentukan nasibnya

menolaknya.

sendiri, terlepas dari semua kontrol sosial dari
negara kecuali pada batas minimum. Penekanan
pada otonomi individu inilah yang membuat
liberalisme menolak setiap upaya negara terlibat
atau ikut campur dalam domain sosial dan
private. Liberalisme berupaya untuk membatasi
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- tingkat kekuasaan politik dan menemukan

sistem hak yang tidak boleh diganggu oleh
' negara. Dengan prinsip tersebut, kelas
menengah baru muncul menduduki dominasi
politik. Umumnya karena hubungan yang erat
- inilah liberalisme mengembangkan kebijakan
- dan ide — ide yang sejalan dengan kepen
borjuis. Di antaranya adalah teori i
alam tidak bisa tidak akan péf
dan karenanya negara ti

bebas.

Herbert
sosiolog Ing
biologisdala
hanya YaDED

tidak boleh

sosial dan

akan menuru
keseluruhan.!

umum. Segala apa yang
kesejahteraan merupakan
sendiri dan tidak boleh dica
Penolakan ini dibenarkan dengan asumsi ba
negara diadakan untuk melindungi kebebasan
manusia untuk bertindak dan bukan untuk
menghilangkannya.

Kaum liberalis memandang negara didirikan
oleh individu — individu yang menyadari hanya
kekuasaan berdaulatlah yang dapat melindungi
ketidakamanan,
ketidaktertiban dan kekerasan kondisi alamiah
manusia. Negara merupakan kekuasaan netral

mereka  dari  ancaman,

dalam kompetisi antara kelompok maupun

1 Lihat Henry J. Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman
Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002, hlm.
468-469.

: Jiug'tgp

individu dalam masyarakat; sepertihalnya wasit,
bertindak untuk melindungi setiap warganya
dari pelanggaran yang dilakukan oleh warga
lainnya. Dengan demikian, negara merupakan
entitas netral, bertindak atas nama kepentingan
semua dan mewakili apa yang disebut dengan
‘ ama” atau “kepentingan publik™.

. negara merupakan
i ditentang oleh

negara sangat

pada prakteknya lebi
keuntungan —ke

i kemampuan
crsfingan  masyarakat.
“akhirnya  melahirkan

] ) etlmpangan dan penindasan
baru dalam struktur sosial masyarakat. Dengan
demikian asumsi — asumsi liberalisme ini tidak
pernah meyakinkan dan oleh sejarah telah
dibuktikan gagal.’

Penyangkalan kubu liberal terhadap peran
negara ini perlu dikonfirmasi dengan pendapat
Hobbes yang menyatakan bahwa Negara
merupakan hasil dari kesepakatan individu
(kontrak sosial) dengan kekuasaan absolute

2 Lihat Andrew Heywood, Political Theory; An Introduction, 2nd ed,
Palgrave Publisher Ltd, New York, 199, hal 77
3 Lihat Frans Magnis Soeseno dalam, Etika Politik; Prinsip — prinsip Moral

Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, him.
320.
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 untuk melindungi  kepentingan warganya
dalam memenuhi hak dasarnya dan mengakhiri
konflik. Kekuasaan absolute dan sifat memaksa
~ ini perlu dimiliki negara untuk memaksa warga
negara tunduk dan patuh guna mengakhir
~konflik dalam memperebutan ketersediaan
. Hal ini diper
dengan kritik kubu marxis ak; :

alamiah yang terbatas'.

~ faktual dimana negara sering

- kebutuhan dan kepentinga
akibat ketimpangan struk
karenanya, negara pe
— usaha untuk mern
terpenuhi kebutuha :
persaingan alami

Kesejahters
tujuan dari neg
tanggungjawab
mereka dalam
berpendapatan
sakit, cacat, tu3
semua yang ti
untuk menyelamag
keterlantaran. Deng

sendiri "
e df'lbeb ]
dengan tanggungjawab,
negaranya yang memilik]
dalam menyelenggarakan lee
dan memadai.

berbagai persoalan sosial di negara — negara Bara
ini berwujud dalam berbagai program — program
sosialnya. Hal ini biasanya merupakan kebijakan
ekonomi politik yang sudah lazim dilakukan oleh
negara — negara industri maju untuk membantu
warga mereka yang lemah hingga mampu hidup
secara layak dan memadai. Melalui program
— program sosial ini, diharapkan berbagai
persoalan sosial yang tengah dan berpotensi akan
terjadi dalam masyarakat seperti kriminalitas,
kelaparan, kemiskinan, perbedaan pendapatan
yang terlalu besar dan masalah — masalah sosial

4 1bid, hal 205-207
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lainnya dapat dikurangi.

Negara Kesejahteraan; Pengalaman Di
Negara - Negara Eropa

Dalam prakteknya, liberalisme sarat
i kontradiksi dimana akhirnya
g tidak mampu dalam
vaan dari liberalisme

i dimaksu

dari persai

kan menghasﬂk&n kemajuan
dan pada akhirnya kebebasan dan keadilan.
Liberalisme ini menghendaki negara berfungsi
minimalis dan tidak mencampuri urusan—urusan
ekonomi maupun sosial. Negara dalam konteks
itu merupakan negara penjaga malam yang
hanya akan mengawasi saja tanpa berwenang
untuk terlibat didalam penentuan mekanisme
— mekanisme ekonomi.® Keseimbangan supply
and demand menjadi mekanisme yang akan
menentukan atau dengan kata lain disebut

5 Andrew Heywood, Op. Cit, hal 308
6 Henry J. Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani
Kuno Sampai Zaman Modern, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002, hlm. 468.
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- sebagai mekanisme pasar.

Perubahan besar-besaran (profound changes)
telah mempengaruhi semua aspek kehidupan
sosial masyarakat Eropa sejak berakhirnya PD

II, program-program reformasi sosial meski
~ sudah ada sebelum PD I pengaruhnya bary
terasa setelah tahun 1945 ketika layand

masyarakat, jika ekonomi tidak berjalan def
baik, maka pendapatan akan menurun dan
pengangguran akan meningkat. Hal itu tidak
hanya membebani mereka yang berhenti dari
dunia kerja, tapi juga terhadap mereka-mercka
yang rawan (vulnerable) dan secara ekonomi
tidak aktif dalam masyarakat seperti: anak-anak,
orang sakit / cacat, orang tua.

Negara Eropa telah mengembangkan
serangkaian kebijakan sosial dan institusi untuk
mengaturnya secara kolektif dibawah nama
Welfare States yang pada dasarnya semua itu
ditunjuki untuk mencegah warga negaranya

ARTIKEL LEPAS

dari mati karena kedinginan, kelaparan dan

kurangnya perawatan. Konsep welfare state
bisa diartikan sebagai sebuah konsep dimana
negara menggunakan kekuasaan politik maupun
administrasinya dengan tujuan untuk membatasi
bekerjanya kekuatan pasar yang impersonal

d sed1k1tnya mencakup tiga
nignjamin adanya pendapatan
keluarga. Kedua,

dalam

! warga negara tanpa t
end patkan pelayanan

kesej ahteraan
memecahkan

( q;.uel are,

kemiskinan.?

fate di Eropa berkembang dari ide
Bismark pada tahun 1883 tentang asuransi sosial
nasional yang kemudian menyebar keseluruh
dunia sebelum tahun 1920. Pada masa periode
antar perang (inter-war period) ide Eropa yang
ideal dengan jaminan sosialnya (social security)
kemudian menyebar keseluruh dunia. Periode
antara tahun 1870 hingga tahun 1920 merupakan
periode eksperimen, karena pada masa ini
ditandai dengan inovasi — inovasi dan program
uji coba yang selalu berubah — ubah. Sejarah

7 Asa Briggs, “The Welfare State on Historical Perspective”, in Mayer N,
2nd ed, Social Welfare Institutions, New York: Wiley, 1965, pages. 43
8  Andrew Heywood, Op. Cit, hal 307,
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~ tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor;
: Per_tama, kinerjayang lemah dan tidak terintegrasi
baik dari lembaga pemerintah, dalam hal ini
- departemen — departemen seperti departemen
sosial, departemen di bawah Kementrian Kesra,
- dan aparat terkait lainnya. Kita melihat bahwa
lembaga birokrasi pemerintah belum dap
bekerja maksimal dalam memberikas
- publik (public services). Mentali .
- birokrasi Indonesia masih
feodalisme dimana birok

mberikan
Selain itu,

harus dilayani, bu

pelayanan sebagai
suburnya praktek
(KKN) ikut beg
pelayanan publi
birokrasi kita.

aturan resmi, ua

keseharian bir
contoh adalah
langsung (BLT)
terjadi penyimpan
maupun ketidakte
bantuan. Kedua, p
pembiayaan yang
kemampuan APBN In
dan bahkan cenderung

sektor yang penting, seperti fasilitas kesehatar

pendidikan, tunjangan pengangguran dan lain
sebagainya.

Indonesia ke depan tentunya berkewajiban

untuk menjalankan amanat konstitusinya.
Welfare state tidak hanya sebuah konsep baru
yang diadopsi, tetapi telah menjadi bagian
Dalam

pelaksanaannya di masa datang, maka terdapat

dari sejarah pengelolaan negara.

beberapa hal yang harus mendapatkan prioritas.
Pertama, perlu adanya reformasi di bidang
birokrasi yang dapat diimplementasi secara
mudah, sehingga muncul paradigma baru dimana

128
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1si dan Nepotisme  ist

dalam buruknya A

Peran Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

birokrasi lebih berorientasi pada public services,
praktek KKN dapat diberantas dan birokrasi
lebih responsif. Kedua, pembiayaan sosial dalam

program welfare state ini selain dapat dilakukan
melalui peningkatan pajak progresif juga dengan
mendorong sektor swasta untuk terhbat dalam

Air
i : T1¢ Ang
keééj ahteraan  tersebut .1
negara. Setelah merde setelah
belajar dari | tentang

ya sudah cukup untuk

masa belajar. Setelah masa kampanye lewat,

adalah waktunya untuk mewujudkannya.
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